
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tcntang Pcrpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lernbaran
NegaraRepublik IndonesiaTahun 1953 Nomor9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lcmbaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
ientang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tenlang
RencanaPernbangunanJangka PanjangNasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

4.

3.

2.

1.Mengingat:

babwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal7 Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran2024;

Menimbang:

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA

WALl KOTABANJARMASIN,

PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN
NOMOR 154 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUN

ANGGARAN2024

WALl KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind~nesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintab Pusat
dan Pemerintah Daerab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 4,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41};
Peraturan Pemerintab Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 210,
Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nomor 48, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan
Pemerintab Nomor 74 Tabun 2012 tentang
Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 171,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintaban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.



15.

14.

13.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lenibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah
g~~b~ Negara Republik Indonesia Tahun

.omor 42, Tambahan Lembaran N
Republik Indonesia Nomor 6322)' egara
Peraturan Pemerintah N '
tentang Laporan dan omor. 13 Tahun 2019
Pemerintah Daerah LeEvaluasl Penyelenggaraan
Indonesia Tahun 2619mbNaranNegara Republik
Lembaran N omor 52 T b
6323)' egara Republik I d ' .am ahan
n ' n onesla Nomor
reraturan Pr .
ten tan eSlden Nomor 18
Menen;ab Re~~a pembangun~ahun 2020
(Lembaran aSlonal Tahun Jangka
2020 No Negara Republik I d ~020-2024
.A mor 10)' n oneSla T"'1..eraturan ~ ~ CU.lUn
ten tan eSlden Nomor
(Lemb!!encana Kelja Pemeri;; Tabun 2023
2023 Nomor ~~~~)'a Republik In:n~~un 2024
Peraturan M ' Sla Tabun
1....1.. enten DalCUlUn 2012 am Negen
Investasi Pe t~ntang Pedoman Nomor 52
Republik Ind me~ntab Daerah (B :engelOlaan
Peraturan MoneSl~Tabun 2012 N enta Negara
Tabu enten Dalam omor 754)'

n 2013 ten tang .A Negen Nomo; 64
enerapan Standar
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Akuntansi Pemerintaban Berbasis Akrual Pada
Pemerintab Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telab diubab dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tabun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerab serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tabun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana
telab diubab dengan Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor78 Tahun 2020 tentang Perubaban
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab, dan Tertib Administrasi
Pengajuan , Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri dalam NegeriNomor77 Tabun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerab (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
Tabun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2023 Nomor799);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah . Kota
Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerab Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab
Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah KotaBanjarmasin Tahun 2016 Nomor4);

25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7



Pasall
Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WaHKota adalah Wali Kota
Banjarmasin.

4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan WaHKota Banjarmasin.

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN WALl KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN2024.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 63);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 Nomor 14);

28. Peraturan WaH Kota Banjarmasin Nomor 77
Tahun 2023 tentang Rencana Ketja Pemerintah
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 (Berita
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor
77);



Rp. 125.519.169.761
Rp. 10.000.000.000
Rp. 115.519.169.761
Rp. 0

Rp. 2.542.393.630.500
Rp. 2.657.912.800.261

a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

d. Jumlah Pembiayaan Netto
e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Daerah Tahun Berkenaan

Pasal3
APBDTahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Pasa12
(1)Dengan Peraturan WaH Kota ini, ditetapkan Penjabaran APBDTahun

Anggaran 2024.
(2)Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

BABII
PENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2024

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



Pasal6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BABIII
PENUTUP

Pasal5
Pelaksanaan Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali
Kota ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan
KeIja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Lampiran VIII8.

Lampiran VII7.

Lampiran VI6.

Lampiran V5.

Lampiran IV4.

Pasal4
Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran-Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini yang terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek dan Sub Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek dan Rincian Objek dan Sub Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum
dan Khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Belanja Bagi Hasil;
Rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan
kepala daerah penjabaran APBD yang
disajikan berdasarkan sumber dana;
Formulir Komitmen Pemerintah Daerah
menganggarkan barang dan jasa serta belanja
modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN),
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).



BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN 2023 NOMOR 154

IKH

KOTABANJARMASIN,
1

SEKRETARISDA

Diundangkan di Banjarmasin
pactatanggal 28 Dc sember 2C23

IBNU SINA
-+-

WALl KOTABANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 De sembc r- 2(:23

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Banjarmasin.


